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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah sunattullah, hukum alam dunia. Perkawinan dilakukan 

oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh- tumbuhan.
1
 Allah SWT berfirman: 

( ٣٦ ) سُ بْ حَ احَ الَّ ذِلايحَ حَ حَ الأبْ حَ احَ سُ لَّ حَ اذِ لَّ اتُسُ بْ ذِ سُ الأبْ سُ حَاذِ بْ حَاتُبْ سُ ذِ ذِ بْ حَاذِ لَّ الاتُحَ بْ حَ سُ وحَ 

Artinya:“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 

maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”(Q.s. Yasin: 36). 

 Setelah melakukan perkawinan masing-masing suami isteri siap 

melakukan perannya yang positif baik perannya sebagai suami maupun perannya 

sebagai isteri untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri,
2
. Tujuan 

perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan 

memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang 

berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan 

dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya 

generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan 

masyarakat dan negara.
3
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Dalam istilah agama perkawinan adalah  melakukan akad atau perjanjian 

untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan 

hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar rela dari keduanya 

untuk mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang 

dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.
4
 

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu  akad yang sangat  

kuat atau miitsaaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
5
 

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan, 

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan definisi perkawinan 

sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
6
 Pasal tersebut secara jelas 

mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah perkawinan karena menyangkut hak yang 

paling dalam yaitu lahir batin. Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang tersebut 

mengandung nilai-nilai spirutual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan 

Yang Maha Esa. 
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Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) 

menyebutkan perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami sudah 

mencapai umur 19 tahun dan calon isteri sudah mencapai umur 16 tahun, namun 

dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan ini. Misalnya, melakukan perkawinan usia dini.
7
 Padahal 

kebijakan menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentu melalui proses dan 

berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar 

siap dan matang dari segala fisik, psikis, dan mental.  

Perkawinan di usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Praktek ini 

sering terjadi begitu banyak, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Perkawinan 

dini dapat terjadi dengan berbagai macam sebab dari segi masalah ekonomi, 

rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, nilai-nilai keagamaan, dan ada pula 

karena  dikarenakan hamil terlebih dahulu. Banyaknya perkawinan usia dini 

menyebabkan tingginya tingkat perceraian, di samping itu dampak dari 

perkawinan usia dini adalah meningkatkatnya kematian pada ibu hamil atau 

melahirkan lantaran masih usia belia.  

Berbagai macam dampak negatif yang muncul dari perkawinan usia dini 

menuntut pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan. Yang berhak 

untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini antara lain adalah Kantor Urusan 

Agama. 
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Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) amat penting bagi umat Islam. 

Sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan 

pencatatan dan pencegahan perkawinan yang terjadi di kalangan mereka.   

Pencacatan perkawinan sendiri bersifat administratif. Perkawinan yang 

tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) mengurangi 

keabsahan perkawinan itu. Namun terpenuhinya syarat-syarat perkawinan perlu 

penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan 

merupakan persyaratan administrasi, tidak bedanya dengan pencatatan peristiwa 

kelahiran dan kematian. 

Pemenuhan syarat-syarat perkawinan sebagai penjabaran dari ”dilakukan 

menurut hukum Agama”, di samping menjadi tanggung jawab calon pengantin 

(dan masyarakat), juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian,  

selain mencatat, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di KUA juga meneliti syarat-

syarat dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan yang 

dilaksanakan di luar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, 

dapat dikategorikan sebagai perkawinan tidak tercatat (nikah sirri).
8
 

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar 

pengetahuan petugas resmi (PPN/ Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak 

tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami-isteri tersebut tidak mempunyai 

surat nikah yang sah. 
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Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah dibawah tangan 

adalah ulama atau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-

hukum munakahat (perkawinan). Alasan pernikahan dibawah tangan biasanya 

untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita 

yang sudah saling mencinta, sementara mereka belum siap berumah tangga, atau 

karena masing- masing masih mempunyai tugas dan kesibukan yang belum 

terselesaikan. Bahkan sementara kalangan berpendapat, nikah dibawah tangan 

merupakan bentuk alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi 

pergaulan muda-mudi yang menjurus pada hal-hal yang dilarang agama. Namun 

demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

mensahkan pernikahan dibawah tangan. Sebagai warga negara Indonesia, umat 

Islam juga dituntut untuk menjadi warga yang baik dengan menuruti perundang-

undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah dibawah tangan 

dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang 

melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika lahir anak dari mereka, anak 

tersebut juga dihukumi sebagai anak luar nikah.  

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan:” 

agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 

harus dicatat”. Selanjutnya dikatakan, “ untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, 

setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan 



6 
 

Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan diluar 

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (ayat 2).
9
 

Untuk daerah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjardan sekitar, 

berdasarkan survei atau penjajakan awal yang penulis lakukan di lapangan melalui 

wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), 

Mawardiansyah SH.I beserta stafnya dikatakan bahwa  di daerah Kecamatan 

Sungai Tabuk banyak terjadiperkawinan dini yang dilakukannya dengan cara 

nikah bawah tangan atau nikah tanpa tercatat. Berawal dari calon pengantin 

datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan nikah, ternyata calon 

pengantin tidak memenuhi syarat (umur) laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 

tahun yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974. Maka Kantor Urusan Agama menolak permintaan calon pengantin dan 

menyarankan agar catin meminta rekomendasi atau izin ke pengadilan (despensasi 

kawin). Karena calon pengantin merasa seolah-olah pelaporannya itu dipersulit 

mereka pun melakukan  perkawinan bawah tanganatau nikah tanpa tercatat 

dengan walinya saja, sebab perkawinannya tidak bisa di tunda lagi (hamil). 

Setelah melakukan perkawinan bawah tangan lama kelamaan atau nikah 

tanpa tercatat mereka mempunyai anakdan mereka mendatangi KUA untuk 

meminta Buku Nikah. Kepala KUA beserta stafnya menolak memberikan buku 

nikah dikarenakan nikah tersebut tidak tercatat di KUA. Hal tersebut sudah sering 

kali dijelaskan oleh pihak KUA bahwa buku nikah tidak akan bisa diberikan 

kepada orang yang melakukan perkawinan sirri penolakan KUA ini menimbulkan 
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kesalahpahaman yang memperpojokkan Petugas Pencatat Nikah dikarenakan 

dianggap  mempersulit proses pencatatan, walaupun mereka menyadari akibat 

tindakan yang mereka perbuat akan terasa ketika anaknya lahir dan menuntut 

untuk dibuatkan akta kelahiran yang salah satu persyaratan pembuatan akta 

kelahiran harus ada kutipan akta nikah.  

Kepala KUA Sungai Tabuk dan Stafnya berusaha melakukan Pencegahan 

Perkawinan usia dini dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik 

di sekolah-sekalah menengah maupun di desa-desa. Namun, nampaknya 

perkawinan usia dini itu tetap terjadi.  

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian ilmiah. Hasil dari 

penelitian itu akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiahberbentuk 

skripsi dengan judul “Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Oleh Kantor 

Urusan Agama Dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar”. 

 

B. RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh KUA Kecamatan 

Sungai Tabuk Kabupaten Banjar? 
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2. Bagaimana dampak terhadap masyarakadengan upaya pencegahan 

perkawinan usia dini oleh KUA Kecamatan Sungai TabukKabupaten 

Banjar? 

 

C. DefinisiOperasional 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan penulis 

merasa perlu menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini: 

1. Upayaadalah usaha, ikhtiyar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

masalah, mencari jalan keluar).
10

Upayayang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah upaya oleh Kepala KUA dan stafnya untuk mencegah perkawinan usia 

dini (nikah sirri) di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

2. Pencegahan adalah proses, cara, atau perbuatan mencegah.
11

 Pencegahan yang 

dimaksud penulis adalah pencegahan yang dilakukan oleh Kepala KUA dan 

stafnya agar tidak terjadi perkawinan usia dini (nikah sirri) di wilayah 

Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

3. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh 

kehidupan rumah tangga.
12

 Dini adalah sebelum waktunya atau terlalu cepat.
13

 

Perkawinan dini adalah perkawinan dibawah usia yang seharusnya belum siap 
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untuk melaksanakan perkawinan.
14

 Perkawinan usia dini yang dimaksud 

penulis adalah perkawinan yang dilangsungkan secara nikah bawah tangan atau 

nikah tanpa tercatat di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, 

yang mana pihak laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan pihak 

perempuan masih belum mencapai umur 16 tahun seperti yang dicantumkan 

dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

4. KUA Kecamatan adalah instansi Kementerian Agamayang mempunyai tugas 

melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang 

urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA yang penulis  maksud 

disini adalah KUA yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk 

Kabupaten Banjar yangmenangani Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini 

(nikah sirri) di wilayah tersebut. 

5. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif).
15

 Yang dimaksud penelitian ini adalah dampak yang terjadi 

pada msyarakat dengan dilakukannya upaya-upaya pencegahan perkawinan 

usia dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten 

Banjar. 

 

D. TujuanPenelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui bagaimana tindakan pencegahan perkawinan usia diniyang 

dilakukan oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh pencegahan perkawinan usia dini itu 

terhadap masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. 

 

E. SignifikansiPenelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna: 

1. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan ilmu pada 

kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin. 

2. Kepentinganstudiilmiahatausebagaiterapandisiplinilmukesyariahan. 

3. Menambahwawasandanilmupengetahuanpenulispadakhususnyadanpembacap

adaumumnyatentangmasalahinimaupundarisudutpandang yang berbeda. 

4. Bahan kepustakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya. 

 

F. KajianPustaka 

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis adalah 

penelian Ahmad Humaidi (0301115673) yang berjudul “Persepsi Ulama 

Kecamatan Tanjung Mengenai Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjung”.   

Skripsi di atas juga membahas pernikahan usia dini sangat berpengaruh 

terhadap kelangsungan rumah tangga. Usia yang masih labil mengakibatkan 

suami isteri sukar mengatasi masalah-masalah yang kadang-kadang sangat umum 

dalam rumah tangga. Mereka lebih mementingkan ego masing-masing pihak. 
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Masing-masing individu kurang memahami arti hak dan kewajiban sehingga 

timbul akibat buruk dalam rumah tangganya. Rumah tangga tidak harmonis sering 

berujung ke pengadilan yang mengakibatkan perceraian. 

Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada Upaya 

pencegahan Perkawinan Usia Dini Oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya 

di Kecamatan Sungai Tabuk. Penelitian penulis menggambarkan bahwa 

kebanyakan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk melakukan 

perkawinan dini yang dilangsungkannya dengan cara nikah dibawah tangan atau 

nikah tanpa tercatat di KUA otomatis tidak mempunyai buku nikah yang nantinya 

berdampak buruk bagi mereka, terutama waktu mereka sudah mempunyai anak. 

Mereka merasakan pentingnya buku nikah antara lain untuk pembuatan akta 

kelahiran anak. Jadi permasalahan penelitian penulis dengan saudara Ahmad 

Humaidi letak persamaannya adalah “sama-sama melakukan pernikahan dini dan 

penelitan nya bersifat lapangan”. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian 

Ahmad Humaidi tentang “persefsi ulama dan mengenai dampak pernikahan dini, 

yang dikerenakan suami isteri mementingkan ego masing- masing yang 

mengakibatkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Sedangkan pada 

penelitian penulis adalah Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan 

Dampaknya dikarenakan tidak mempunyai buku nikah yang mengakibatkan tidak 

bisa membuatkan akta kelahiran anak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian 

penulis ini sangat berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara 

Ahmad Humaidi. 

G. Sistematika Penulisan 
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Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman, maka disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan 

masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, 

kajian pustaka dan sistematika penulisan.  

Bab II Landasan teori yang berisi Pembahasan tentang Pengertian 

Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan 

Perkawinan, Pengertian Kantor Urusan Agama, Peran KUA, Proses 

Pelaksanaan Nikah di KUA, Penolakan kehendak nikah dan Pencegahan 

Perkawinan. 

Bab III Metode Penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi 

penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur 

penelitian.  

Bab IV Laporan hasil penelitian yang memuat gambaran lokasi 

penelitian, penyajian data yang meliputi Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum 

Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan,Perkawinan, Pengertian 

Kantor Urusan Agama, Peran KUA, Proses Pelaksanaan Nikah di KUA, 

Penolakan Kehendak Nikah, Pencegahan Perkakawinan dan Upaya Pencegahan 

Perkawinan Usia Dini oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya di Kecamatan 

Sungai Tabuk  Kabupaten Banjar disertai analisis. 

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran 


